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PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.K.Kps
. V/ K) A 7
s D
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

SALINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya,
29 Maret 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
KAPUAS, dengan domisili elektronik pada alamat email:
marlivana.spd.77@gmail.com ;

Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXXXXxXXxXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas,
30 Maret 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXXXXXXX  XXXXX XXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di
KABUPATEN KAPUAS,
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024
yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala
Kapuas Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat XXXXXXXXX XXXXXX,
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sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxx, tanggal

XXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah kediaman bersama di Sei Baras selama 5 Tahun kemudian

berpindah di Jalan Cilik Riwut sampai sekarang dan sudah dikaruniai

seorang anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di Kuala Kapuas, XXXxxXxx,

NIK xxxxxxxxx, Pendidikan Kuliah Semester 5;

3. Bahwa sejak September 2011 keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
a. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan dikarenakan Penggugat dan Tergugat yang terpisah
jarak dan jarang bertemu karena pekerjaan masing-masing dan tidak
ada yang bisa mengalah untuk mengikuti salah satunya sebab
Penggugat pun terikat kerja sebagai PNS sehingga keduanya
memutuskan untuk berpisah;
b. Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan permasalahan
yang sama serta Tergugat yang tidak pernah terbuka mengenai gaji
dan tetap ingin bekerja jauh padahal uang yang diberikan kepada
Penggugat hanya seadanya sehingga ini selalu menjadi
pemasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan
Tergugat tidak mau menerima saran dari Penggugat untuk bekerja
dalam satu wilayabh;

4, Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat terjadi pada Desember 2015, saat itu Tergugat ingin pergi bekerja

di Pangkalanbun namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta

tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;

5. Bahwa Penggugat berstatus sebagai PNS di xxxxxxxx Kecamatan

xxXxXxxxx dan telah mendapat izin untuk melangsungkan perceraian dari

Bupati Kapuas dengan Nomor : XXxXxxxxx, tanggal XXxxxxxx;

6. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
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Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai

peraturan yang berlaku; Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor
36/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim
telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat,

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Selat XXXXXXXXX

xxxxxx Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok

dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos

(nazegelen), dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi ijin untuk melakukan perceraian dari atasan

Penggugat, yang di keluarkan oleh Pj. Bupati Kapuas. Bukti surat
tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;
B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan juli tahun
2002
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah
kediaman bersama di Sei Baras kemudian terakhir di Jalan Cilik
Riwut.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai
seorang anak yang bernama Karina Aprilia, saat ini sudah kuliah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran
dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak transparan tentang
penghasilannya.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada Desember 2015
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk
tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di
Jalan Jilik Riwut.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1
anak perempuan dan saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa anak para pihak sekarang telah kuliah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran
dan Perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak transparan dengan
penghasilannya.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada Desember 2015
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk
tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem
Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil
melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai
dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut
Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.K.Kps
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara

verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil syar’i sebagai berikut:
1. _s= 0o _- o]z _o ? D, — 1 2 _
Y alll 588 oz ald prelindll oS5 8o a5 ] 083 O3
ST W. =
aJ%s
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Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau
mendatangi  panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan
gugurlah haknya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatan Hakim
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan

mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada

gugatannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan
Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara
Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun

kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah

mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan

sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat berupa P.1, P.2, dibuat oleh
atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari,
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dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka
telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti Penggugat diatas, berhubungan langsung dengan apa
yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum,
kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk
dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta
otentik.

Menimbang, bukti diatas, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan
syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai
ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai
cukup serta bercap pos (hazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis
Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal
1870 KUH Perdata.

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di
depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai
saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan
mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sehingga Majelis Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: pertama, keterangan yang
diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh
saksi, kedua, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan
yang jelas, ketiga keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian
satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi
syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan
309 R.Bg.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi
syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim
menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta
dalam perkara aquo.
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi
dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah
menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat berprofesi sebagai
Pegawai Negeri Slpil yang telah mendapat ijin cerai dari atasannya harus
dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi
dipersidangan, Penggugat dan Tergugat, selama menikah telah memiliki satu
orang anak, yang diasuh oleh Penggugat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat
tidak transaparan terhadap penghasilannya dan tidak memberi nafkah yang layak
pada Penggugat, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan,
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun
pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya
suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan,
pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus
dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak
tanggal xxxxxxxxx ba’'da dukhul, dari pernikahan tersebut dikaruniai satu
orang anak yang diasuh Penggugat.

- Bahwa Penggugat berprofesi sebagai XXXXxXxX XXXXXX XXXXX yang telah
mendapat ijin cerai dari atasannya.

- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat
berlangsung harmonis, namun sejak 2011 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang
tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat tidak transparan dengan
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penghasilannya dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak pada
Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak
pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh
pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk
bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan
maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian.
Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan
Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam
proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa
hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat
pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A
angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit
untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan
membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi
bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-
Quran dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini
tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat
melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal
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33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan
tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah
terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1
memperjelas bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal
paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 189 yang

diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

ol il 35> 5 35,801 Gulall ge il o L 385
la4 e MY o 5E 5355l = I5] aob aalb

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di
hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu
ba’in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan
adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:
o
sl ul? wle 3383 wlaall £33

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil
maslahat”,
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Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas,
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan
batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat
menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas
dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim
untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat,
sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1445 Hijriah oleh Dr. Nur Moklis,
S.H.l.,S.Pd.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan
dibantu Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dr. Nur Moklis, S.H.l.,S.Pd.,M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Ai Sundayati, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Rp20.000,00
c. Redaksi Rp10.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp23.000,00
4. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
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